e e | ol L £y
" - S

5

y
(=p M Nar
- ) _‘..
; — ol Tl .- "
'r.' L & ) |':Il. _r-‘!l |I ‘--' Tao




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....... i

RINGKASAN EKSEKUTIF s

- 3‘; .Mmmmmml R Wawaamnaaa W 3:‘3'




DAFTAR GAMBAR, TABEL, GRAFIK
GAMBAR
CGambar 1.1 Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman ... I5

TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja kegiatan Program Dukungan Manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ..cvv oo 19
Tabel 2.2 Indikasi kinerja kegiatan program  penguatan  Kelembagaan

Demokrasi dan perbaikan proses politk £ 23
Tabel 2.3 Pagu, Realisasi per output tahun 2021 Lo 27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2021 ...........ccooovmvenmremressmmmmmmsassmmsssmssssssiennins 20
Tahel 3.1 Slala Kategori Panilaian .................ccineifmesesesi et 3
Tabel 3.2 Realisas] ARBEEEENL ....... .o s esias s insssnsasasssasnsnssbassissns sl B

GRAFIK
Grafik 1.1 SDMEPUKG PAGAMAN ......ooeooresiesvecssscossonsss datiiitiettie cosseeseee 13
Grafik 2.1  Pagu, Realisasi per kegiatan tahun 2020 .......coovococrervccnicisnssisisinns 28
Grafik 3.1  Pagu, Realisasi per output tahun 2020........coivmmrmsrmesscnssssncenes 43

wi



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota
Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara vang menyelenggarakan Pemilu
di Kota Pariaman dan selurub aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah
konstitusi sebagai lembaga vang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan
mengedepankan prinsip-prinsip lembaga vang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai
pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021
Laporan Kinerja Tahun 2021 juga merupakan alai kendali dan alat pengukuran Kinerja
secara kuantitatil’ menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas,

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehagai upaya
untuk mewwjudkan terselenggaranya tata kelola’ Pemerintahan yang baik (Good
Governance). KPU Kota Paraman dalam menjalanken wgas pokok dan fungsinya
senantiasa ditufukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut

sasaran strategis vang telah ditetapkan,

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33
Tahun 2014 temang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan
Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan mstansi Pemerintah maka disusunlah Laporan
Kinerja. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Pemilihan Umum. Maka disusunlah
laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2021 yang
berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja
berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya
good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk

meningkatkan kinerja dimasa vang akan datang.



Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang capaian Kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Perjanjian
Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020 s.d 2024, Laporan Kinerja Tahun
2021 menggambarkan capaian kinega Tahun 2021. Kami harap laporan kinerja ini
menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi
Pemilikan Umum Kota Pariaman schingga dapat memberikan umpan balik berupa
masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa vang akan datang.

Pariaman, 7 Februari 2022

)

Tres Natalia Situmorang
NIP. 198412032009022012



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Sckretariat KPU Kabupaten/ Kota dibentuk untuk membantu dan
memfasilitasi tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
dan/atau Pemilihan, khususnye di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian
Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan
anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sckretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabibitas terhadap
kinerja dan anggaran selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun scbagal wujud
pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga
dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman ontuk memben
dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemiliban yang transparan,
akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemiliban Umum Kota Paniaman merupakan
bentuk pertanpgungjawaban  kinerja berbagai program dan  kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2021 vang dananya berasal dari APBN dengan pagu Rp
2.914.074.000,- dan realisasi sebesar Rp 2,888,108,930.- atau scbesar 99.11 %
Penggunaan anggaran diperuntukkanbagh upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang
dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman

KPU Kota Pariaman malakﬁnai:m pn's-g:'ﬂl!;:t dan kegiatan yang tercantum dalam
DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2021, Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota
Pariaman tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun
dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal
kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu adanya
upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk
meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.



Adapun hal-hal vang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja
adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan
pelatihan.

2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana  sosialisasi dan
penvampaian informasi publik.

3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkeit! sickeholders untuk menjalin
kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu denfatau Pemilihan vang
akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik,

(17



BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman scbagei bagian dan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penvelenggara
negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum
merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggots Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyai Daerah, yang dilaksanakan
secarn lanpsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Sedangkan Undang-lindang Nomor | Tahun
2015 tentanpg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubsrur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubemnur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
vang sclanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Wilayah Provinsi dan Kabupsten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Ciubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara
langsung dan demokratis.

Tahun 2021 pandemi Virus Covid-19 masih menghantui Indonesia,
pandemi ini menyecbapkan pemerintahymelakukan refocusing belanja untuk
membantu mencegah pentlaran penyakit vang lelah banyak memakan korban,
Relokasi dan refocussing anggarandni berasal dari belanja kegiatan di K/L,
schingga pemaksimalan anggaran menjadi upaya vang dilakukan pemerintah
menvediakan anggaran untuk menekan laju penularan di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga negara penvelenggara Pemilihan Umum  dan/atau
Pemilihan vang menggunakan anggaran negara dalam pelaksapaan wgas dan
kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituniut mengendepankan sistem keterbukaan,
transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis



dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa vang akan
datang, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerfja KPUJ Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2021, Hal ini sejalan
dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Koropsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana  salah  satu  asas
penyelengparaan good govermance vang tercantum dalam Undang-Undang
MNomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa
Setiap kagiatas. dan hasil akhir dari kegiatan penyslenggara fiegara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggl negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal | angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kincrja Instansi Pemernintah menyebutkan bahwa,
Laporan Kinerja adalah ikhtisar vang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja yang disusun bﬂ:ﬁ[ﬂau:]-z_an rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBN/APBD). Hal ini jugs tertuang di dalam
Pasal 1 angks 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj aau sebelumnya discbut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi vang dipercayakan ‘kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. LK berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan
hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. Pencapaian
wujuan dan sasaran organisasi; b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c.
Penjelasan yang memadai atas penéapaian kinerja; dan d. Pembandingan capaian
kinerja kegiatan dan program sampal dengan tahun berjalan dengan larget

kinerja 3 (lima) tahunan vang direncanakan dalam Rencana Strategis organisas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapal berdasarkan
Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja



1.2

tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai
dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinena
Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja KementerianLembaga.
Hal terpenting vang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LK), dapat diketahui
tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan
pelaksansan tugas dan fungsinva, terutama gambaran mengenai tingkat
kesesualan antara program dan kegiatan vang direncanakan dengan realisasinya.
Laporan ini dapat juga dipunakan sebagai acuan dalam menyusun rencans
kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekms Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman Tahun 2021 adalah berikut ini:

I

2)

3)

4)

3)
&)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi; Kolusi dan Nepotisme;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Masional:

Undang-Undang Nomop 1 Tahun 2015 tentang Penetzpan Peraturan
Pemerintah Pengganti :..E.lnd.ﬁng!l.rndaﬁg Nomor | Tahun 2014 itentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan - Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi.
Wewenang, Organisasi, Kerja Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Uimum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196);

71 Peratwran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

81 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
‘Kinerja Instansi Pemerintah;

9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

10) Peraturan Menteri Pendayagunnan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana-felah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 TElhl..iI.nE EEE".D .t_:nlung Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor £ Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemiliban Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum KabupatenKota;

12) Peraturan KomisiPeémilihan Wimum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/K.ota

13) Keputusan Komisi Pemlihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum' Nomor 3/PR.03.1-Kpy03/KPUL2Z018
temtang  Petunjuk  Teknis ijﬁnjiun Kinerja dan Pelaporan Kinerja di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyuwsunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota
Pariaman Tahun 2021 adalah:



1. Sebagai sarana pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat KPU Kota Pariaman kepada scluruh stakeholders;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota
Pariaman Tahun 2021 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;

3, Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan,

pelaksanaan program dan kegiatan vang akan datang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fingsi Sekretariat KPU Kota Pariaman
vaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam
penyelenggaraan Pemilu. Secara jelas, Pasal 77 Lindang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 menyebutkan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Keta, dibentuk Sekretariat
lenderal KPLI, sekretariat KPL Provinsi, dan Sekretariat KPU, kabupaten/Kota.
Dan dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2020 mengacu pada
Rencana Steatepis KPLU tahun 20202024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun
2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariai Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal B8 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas
sebagai berikut:

a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b} Memberikan dﬁkungan teknisadministratif;

¢) Membantu peclaksansen: tugas KPU Kota Pariaman dalam
menyelenggarakan Pemilu;

d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU

Kota Pariaman;



fi Memfasilitasi penyelesaian masalah dan  senpketa pemilihan
Bupati™Walikota;

g) Membaniu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungiawaban KPU Kota Pariaman; dan

h} Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Pasal 88 avat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki wewenang :

4) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan vang
ditetapkan oleh KPLU;

b) Mengadakan perlengkapan Penvélengparaan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada humul {a) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundsng-undangan; dan

¢} Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan perataran perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang’| Nomor 17 tahun 2017 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal §8 ayat (1), Sekretariat KPU
Kabupaten®ota memiliki Kewajiban :

a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b} Memelikara arsip'dan dokumen Pemiluy dan

¢) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturans Komisi- Pemilihan Umum Republik  Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Sckretariat Jenderal Komisi Pémilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi ke-Sekretariatan
dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (satu) orang
sekretaris dan 4 (empat) orang Kasubbag yang membawahi masing-masing |

(satu) sub bagian. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagail berikut:



1) Sckretaris KPU Kota Pariaman

.

Sckretaris KPLU Kabupaten/Kota Secara Administratif bertanggungjawab
kepada Sekretaris KPL Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab
kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;

Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemiluy;

Memberikan Dukungan Teknis Administratif;

Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelengparakan Pemilu;
Membantu Pendistribusian  Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
Legislatif & Pilpres;

Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;

Membantu penyusunan  laporan © penyelenggaraan  kegiatan  dan
pertanggungjawaban KPL:

Membante pelaksanasn tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2) Sub Bagml Perencanaan, Data dan Informagi

a.

Melakukan analisisdan penyusunan penyiapan rencana, program dan
anggaran, serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU
Kabupaten/Kota;

Mengumpulkan dan mengolah bahan pényusunan rencana anggaran
Pemalu;

Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

Mengelola, menyumﬁ: data pﬁﬂ“ﬂ‘:;

Mengumpulkan dan menyiapkam bahan penvusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintalian lain yang terkait;

Mengumpulkan dan: mengolah' bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga non pemerintahan:

Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara

Pemilu;
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k.

Mengumpulkan dan mengolah bshan hasil supervisi penyelenggara
Pemilu;

Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Program dan Anggaran;

Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPL

Kota Paraman;

m. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tuges kepada

I

.

P

q.

‘Sekretaris KPU Kota Pariaman;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota
Pariaman;

Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen
Anggota KPU Kota Pariaman;

Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Wakiu
Anggota KP1I Kota Pariaman;

Menjalankan tugas lain vang diperiniahkan oleh pimpinan,

1) Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia

Melakukan analisis dan penviapan, pelaksanaan dan penyusunan dan
pengkajian produk hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum,
fasilitasi penyelesaian-sengketa pemilu dan pemilihan serta pengelolaan
Sumberdava Manusia dilingkunganK P Kabupaten/Kota;
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan
perundang-undangan tentang Pemilu;

Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi
hukum ;wnyelcnggjam Pemiily;

Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

Mengumpulken dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam
sengketa hukum penyelenggara Pemily;

Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan
faktual partai politik peserta Pemilu;

Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai

politik peserta Pemilu dan pelaporannya,



h. Menyusun dan mengslola verifikasi calon anggota DPRD Kota Pariaman;

i. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

i, Mengumpulkan dan menyusun  bahan-bahan untuk  verifikasi
administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

k., Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk
verifikasi administrasi dan faktual calon perscorangan peserta Pemiluy;

l. Menpumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi
pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

m. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan  perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk tekmis serta bahan-bahan
lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang fugas Sub Bagian
Hukum;

0. Menyusun dan mencari bahan permasslahan yang terjadi  dan
“menyiapkan bahan-bahan vang di perfukan dalam rangka pemecahan
masalah;

p. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Koma Pariaman:

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota
Pariaman;

r. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian
Hukum;

5. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan:

1. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan olch pimpinan.

4) Sub Bagian Tekniz Penvelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

a. Melakukan analisis penviapan teknis penyelenggaraan pemilu dan
pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat dilingkungan KPU
Kabupaten/Kota;



. Mengumpulkan dan menyusun  identifikasi bahan dan  informasi
pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRIY Kota Panaman;

Menvusun drafi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi uniuk
Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman;

. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang
pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi uniuk
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan
pengisian Anggota DPRD Kota Panaman;

Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Wakiu
Anggota DPRD Kota Pariaman dan hubungan calon pengganti untuk
melengkapi kekurangan persyaratan;

Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan
informasi Pemilu:

Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu:
Mengm.rquﬂi:.an dan mengidentifikasi bahen dan informasi pelaksanaan
kampanye;

. Menyusun draft tata cara pelak sanaan sosialisasi dan kampanye;
Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman
teknis bina partisipasi magyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

. Melakukan identifikasi l::i.tmja::h‘taf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat;

. Mcngimentm*isasi': ﬁe:masalnhan yang terjadi dan menviapkan bahan-
bahan yvang diperluﬁan.dﬂamm pemecahan masalah;

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota
Pariaman;

. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan
diokumentasi hasil Pemilu;

. Menviapkan pelaporkan hasil pelaksanasn tugas kepada Sub Bag Teknis
dan Hupmas;

Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
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5) Sub Bagian Keungan, Umum dan Logistik

A, Keuangan

a.

Melakukan analisis dan menyiapkan pelaksanaan pengelolaan
keungan perlengkapan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan
pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;

Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;

Memberi informasi terbaru menyanghut pengelolaan kevangan yang
menjadi kewenangan KPU Koia Pariaman;

Menvusun dan mengelola bahan pengl.ﬁi- ta.p-s:rra.n keuangan;
Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi
anggaran (SAl dan LPYLPAK);

Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan
keuangan yang lerbaru;

Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan
akuntansi;

Menvusun dan membuat daftar gaji { honor pegawai;

Menyusun dan membuat daftar ﬁgadm barang dan jasa;
Mengelola dan membuat kartu pengawasan mamn yang telah
diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN:

Menvusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM  untuk
meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar
sesuzi dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menyusun dan qmeémbantu, mengawasi dan mengecek pembuatan
SPM scbelum  digjukan dan di tandatangani oleh pejabat
penandatangan SPM; |

. Menyiapkan dan menyusup, mempelajari peraturan  perundang-

undangan, kebijakdn, Sefta’ pedoman dan petunjuk teknis tentang
pengelolaan keuangan Pemilu;

Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis
kegiatan pengelolaan keuangan;

Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPL
Kota Pariaman;
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Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Sekreraris KPU Kota Pariaman;

Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris KPL Kabupaten/Kota;

Mengelola dan melakukan keordinasi dengan Sub Bagian lain;
Menjalankan tugas lain vang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Umum

Fm oo

[
5

Im.

Mengelola dan menyusun rencana Sub Bapian Umum:

Menyusun dan melakukan wrusan kearsipan. surat-menyurat, dan
ekspedisi;

Menyusun dan melaksanakan pendmoran, pengetikan dan pengadaan
naskah dinas;

Menyusun den melakukan wusan perlengkapan di  subbagian
mAasing-masing;

Menyusun dan mengelola-urusan rumah tangga:

Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keloary

Menyusun dan mengarsipkan himpumn-him'm dinas;
Menyusun dan mencatal himpunan-himpunan naskah dinas yang
keluar;

Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

Mengelola danniﬁnelilmﬁmng inventaris milik negara;
Menyusun dan.mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kota Pariaman;

Menyusun dan .melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris KPU Kota Pariaman:

Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Seckretaris KPL Kota Pariaman;

Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
Menjalankan tugas lain vang diperintahkan olch pimpinan.
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C. Logistik

a, Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;

b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan
Sub  Bagian, penvusunan, pengolahan data, dan dokumentasi
kebutuhan sarana Pemilu;

e. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan
Pemilu serta membuat laporannya;

d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;

e, Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi

panitia Pemilu;

f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kota Pariaman;

g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksansan tugas kepada
Sekretaris KPU Kota Pariaman;

h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris KPU Kota Pariaman; »

i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oléh pimpinan.

&) Kelompok Jabatan Fungsional
Selanjutnya  disingkat Kelompok Jabatan' Fungsional (KJF) adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan  tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian  dan ketcrampilan tertentu. Untuk
pengisian Jabatan Fungsional di Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten disesuaikan
dengan Analisis Jabatan {ﬁnjah}l dan .Analisis Beban Kera (ABK) vang
dibutuhkan ditrap tingkatannya.
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1.5 Informasi Umum Organisasi

A, Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penvelenggara
Pemilu vang bersifal Nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota Pariaman dan
merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab secara
administratif kepada Sekretaris Jendral dan secara fungsional kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Susunan organisasi sekretaniat Komisi Pemiliban Umum Kota Pariaman secara
organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomeor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarial Komisi  Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdir dari:

1. Sekretaris;

2. Sub Bagian Umum, Kevangan, dan Logistik;

3, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan
Masvarakat;,

4, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

5. Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia.
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Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sckretariat Komisi Pemiliban Umum Kota Pariaman
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C. Sumber Daya Manusia

Jurnlah total Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU Kota Pariaman ditahun
2021 sehanyak 27 orang yang terdiri dari :

|. Ketua dan anggota KPLU Kota Pariaman sebanyak 3 Orang;

2. ASN Organik Sekretariat KPU Kota Pariaman sebanyak 15 pegawin;
i, ASN Diperbantukan pada KPL Kota Pariaman sebanyak | pegawai;
4. Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) sebanyak 6 pegawai.

5. Tenaga Pendukung padd Tahun 2021 sebanyak | pegawai

~ Grafik IJ
SDM Kota Pariaman

SDM KPU KOTA PARIAMAN
Tenaga Anggota KPU,
Pendukung, 1, 5, 15%
3%

ASN non
NiP/Kontrak, &,

19% ASN, 15, 56 %

15



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Tahun 2020 adalah scbagai berikout;

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB | PENDAHULUAN

Menvajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi.

BAB Il PERENCANAAN KINERJTA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020,

BAB HI AKUNTABILITAS KINERJA
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja ‘organisasi untuk setiap
pernvataan  kinerja sasaran strategis organisasi sesual dengan hasil
pengukuran Kinetja organisasi.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan-metode , tatacara pengukuran capaian kinerja,
hingga capain kinerja dapat diukur secara baik dan jelas

C. Realisasi Anggaran |
Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja orgafisasi sesugi dengan dokumen perjanjian kinerja.
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Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021
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BABII
FERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman
Komisi Pemilihan Umuom Kota Pariaman ditahun 2021, menggunakan 2 {Dua)
Program dengan 6 (Enmam) Kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerga di
lingkungan Komist Pemilthan Umum Kota Panaman di tahun 2021 Program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang salah satunye di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

2.1.a  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya KPU

Program imi merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program {Chfcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya
akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuvangan dan aset
dilingkungan KPU, terlaksanannya pengelolaan  data pemilih melalui sinergitas
dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih inventarisasi sarana
dan  prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persenfasc perencanaan
anggaran dan pengelolaan kevangan dan aset dalam pelaksanaan  kegiatan
operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
KPU Kota Pariaman; serta persentase El!;l_-:pulan waklu penvelesaian pelayanan
administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ing mcncaimp :

1.  Menyvediakan dokumen perencansan dan pengangparan, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana seria terpenuhinya
logistik Keperluan Pemilu ;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KP1U Kota Pariaman
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Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPL Kota Panaman

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPL Kota Pariaman;

Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan

pada Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksnaan Tugas Teknis Lainnya

pENEEUNAAN anggaran

Mo Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 | Pelaksanaan Meningkatnya Persentase meningkatnya

akuntabilitas Pembinaan pengelola Kapasitas pengetahuan/

pengelolaan Pemahaman pengelola

administrasi Feuangan keuangan pada KPU Kota

keuangan di Pariaman

Lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan

Sckretariat keuangan

KPU Kota Nilai evaluasi atas

Pariaman akuntabilitas kinerja KPU Kota

Pariaman minimal B
Terlaksananya sistem | Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan akuntansi dan pelaporan
keuanpan Keuangan
Terselesaikan n:,.rii Persentase penyelesaian
Permasalahan permasalahan dalam
pengelolaankeuangan pengelolaan  keuangan  pada
satkerkKPLI Kota Pariaman

Tersusunnyva ]apuraa Penyampaian laporan —
pertanggungiawaban pertanggungzjawaban

penggunaan anggaran berbasis
SIMONIKA vang tepat wakiu
dan valid

Terwujudnva pengelolaan
barang milik negara sesuai

dengan peraturan

Jumlah Laporan Barang Milik
MNegara berdasarkan  SIMAK
BMN vang datanva sesuai
dengan SAK

Persentase KPU Kota
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perundangan vang berlaku

Pariaman vang
Patuh dan Tertib
dalam Pengelolaan
Barang Milik Megara
vang Material

2 | Fasilitasi Terlaksanannya Fasilitasi | Persentase  penyelenggaraan
Pengelolaan pengelolaan data, dokumen | pemilu lampa ada
Data, kebutuhan, pengadaan, | permasalahan anggaran dalam
Dokumentasi, pendistribusian pemenuhan kebutuhan logistk
Pengadaan, inventarisasi sarana dan | dengan anggaran vang tersedia
Pendistribusian, | prasarana pemilu Persentase pengadaan logistik
dan Inventarisasi keperluan pemilu tampa ada
Sarana dan kasus terhadap PTOSES
prasarana pemilu pengadaan vang

mengakibatkan kerugian/
pemborosan vang negara
Persentase pendistribusian
logistik pemilu tepat sasaran,
tepat jumlah tepat jenis tepat
mutu dan tepat waktu
Persentase KPU Kota
Pariaman dalam
menginventarisir dan
memelihara Jogistik pemile 1
hari  sebelum  pelaksanaan

3 | Pelaksanaan Terwujudnya rencana kerja | Jumlah revisi yang dilakukan
Manajemen dan anggaran vang cfektif | terhadap rencana kerja yang
Perencanaan dan efisien lelah ditetapkan
Dan Data Persentase kemajuan

penvusunan dan  pelaksanaan
model dan pedoman reformasi
birokrasi dan tata

kelola KPU

Terwujudnya koordinasi

Persentase fasilitasi kerjasama

antar lembaga KPU Kota Pariaman dengan
instansi terkait dalam rangka
pengutan kelembagaan
Fasilitasi  kerjasama KPU
dengan lembaga riset
kepemiluan,

Tervujudnyva Persentase laporan monitoring

Sistem administrasi | dan evaluasi yang akuntabel

penyclenggaraan  pemilu | dan

yang tertib, efektf dan | tepat wakiu

e Persentase KPLU Kota
Pariaman yang target
kinerjanya  lercapai  sesuai
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dengan penetapan kinerja

Jumlah dokumen RDP vang
tersedia sesual dengan tepat
wakiu

Tersedianya data, informasi | Persentase Pemutakhiran data
Tmas e o pemilih berkelanjutanvang
RESAENA | dilaksanakan ~ KPU  Kota
teknelogi informasi Pariaman
Persentase Sarana
_.I:m. I..n__j;“ i
Informasi vang aman,
handal dan lancar
Persentase Aplikasi
KPL yang diterapkan
sécara lerintegrasi.
Laporan Pelaksanaan | Persentase  laporan dan
kegiatan terhadap capaian | evaluasi vang akuntabel dan
kinerja tepat  waktu sesuai  dengan
capaian dan perjanjian kinerja
Penyelenggaran | Meningkatar kualitas tata | Persentase KPU
Operasional dan | kelola administrasi | Provinsi dan KPU
Pemeliharaan persuratan dan pengelolaan | Kabupaten/Kota yang
Perkantoran arsip Mengelola Arsip Inaktif sesuai

aturan ke arsipan

Laporan BMMN  berdasarkan
SIMAK sama dengan data di
SAK.

Terwujud dukungan sarana
dan Prasana Zuna
kek}pcam.u kerja

Persentase sarana
transportasi unfuk
mendukung kinerja
pegawal yang
berfungsi dengan baik

Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang
berfungsi dengan baik

Persentase Gedung
dan Gudang KPL,
berfungsi dengan baik
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Kwalitas layanan
persidangan dan protokol

Persentase ruangan
rapat yang digunakan
tidak ada vang
bersamaan dalam
wakiu dan tempat

Persentase Hasil
Rapat Pleno vang
ditindaklanjuti paling
lambat 4 han kega

Terwujudnya  Keamanan
dan

Ketertiban di  lingkungan
KPU kota Pariaman =~

Tersujudnya
Keamanan dan
Ketertiban di
lingkungan
pariaman yang
dapat ditanggulangi

KPL Kota

Pemeriksaan dan
pengawasan
dilingkungan
sekretariat KPU

Peningkatan efeknfitas
pengawasan  [nternal  dan
eksternal
KPU.

dilingkungan

Menurunnya hasil temuan
pemeriksaan terhadap realisasi

Sgearan

Terwujudnya
penyelenggaradn
pemerintahan  yang  bersih
dan  berwibawa  {clean
governance)

Persentase tindak lanjut
pengaduan masyarakat

Meningkatkan nys

mamfaal hasil pengawasan
keuangan,
akuntabilitas kevangan dan
peningkaten . akuntabilitas
kinerja dilingkungan KPU

peningkatan

Penilatan  terhadap  kinerja
minimal B dan opini dari BPK
atas laporan kevangan baik

Penyelesaian tindak lanjut atas
temuan BPK, BPK P

Persentase Unit kerja
vang telah
melaksanakan
pembangunan Lona
Integritas Menuju
WBE/WBBM

Meningkatnya kualitas hasil
penyusunan laporan keuangan
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21.b  Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses

Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilithan Umum Kota
Pariaman denpan sasaran program (Chocome) yvang hendak dicapai adalah:
tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian
informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya
penyelenggaraan tahapan pemilu,

Adapun indikator kinerja programnyva adalah: persentase ketepatan wakiu
harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase
ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan-keputusan KU sesuai dengan SOP:
serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

a, Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPLI
pendokumentasian hukum, advokasi dan
penyuluhannya.

b, Memfasiltasi penvelenggarasn tehapan pemilu.

informasi hukuim,

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja scbagaimana disajikan pada
tabel beribout :

Tahbel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

' _ Indikator Kinerja

No Kegiatan Sasaran Kegiatan .
kepiatan

1 | Penyiapan Terlaksanannya Persentase produk

| penyusunan pengelolan pelayanan | hukum yang dikelola

| rancanagan administrasibukum | dan didokumentasikan

peraturan KPU, sesual peraturan
‘ perundang-undangan
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- advokasi,
penyelesaian
senghketa dan
penyulubhan
undang-undang
terkait

penyelenggaraan
permilu

Persentase informasi
produk hukum yang
disajikan sccara
cepat, tepat, dan
akurat sesual dengan
SOp

Terlaksananya
penyelesaian
sengketa dan
pelayanan
pertimbangan

hukum

Penurunan jumlah
dalam perkara
perselisihan sengketa
hukum

Penuruman jumiah
sengheta hukum yang
digjukan ke

Mahkamah  Konstitusi
Persentase sengketa

hukum yang
dimenangkan KPU

Pengelolaan,
pPEnEEUnAAN TARCANEZAN

pedoman/juknis

Tersusun® dan  terarsip
dengan bailk pedoman

fuknis peraturan
perundangan yang berlaku
berdasar metode
pengarsipan

Perscntase  penyampaian
informasi pedoman/juknis
di saal sosialisas: dengan
stakeholder terkait

24




Pelaksanaan layanan sdministrasi |\ 4 anggota DPR

Persiapan Ftr]ukﬁuﬁan}ra | Persentase proses
tahapan pemilu | PAW tepat wakiu

legislatif, pemilu | dan sesuai aturan dan DPD, DPRD
| Presiden  dan | Provinsi dan DPRD
| wakil Presiden, |
| Pernilukada, Kabupaten/kota dapat
| publikasi, diselesaikan dalam

| SDsia_lisasE, FAW

wakitu 5 hari kerja
Terwujudnya Persentase KPU
Penyelenggaraan Kota Pariaman dalam
PemilwPemilihan menetapkan jadwal
Sesuai Jadwal tahapan dan petunjuk

teknis penyelenggaraan

Pemilw/Pemilihan

sesual dengan jadwal.

Persentagse KPU Kota

Pariaman dalam
memutakhirkan data
wilavah/pemetaan dan
penetapan Dacrah
Pemilihan untuk
Pemilu Tahun 2024
Tersedianya Persentase data
pedoman laporan kepengurusan dan
dan audit dana keanggotaan partai
kampanye, verifikasi | politik vang
partai politik dimutakhirkan

dan/atay anggota
perorangan DPD

Pengelolaan  Rumah | Persentase  KPU  Kota
pintar , peningkatan | Pariaman dalam
pendidikan pemilih | pengelolaan

pada masyarakat dan | digitalisasi Rumah
peningkatan  layanan | Pintar Pemilu {RPP)
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informasi  yang cepat | Persentase KPU Kota
dan akurat Panaman dalam
pengelolaan dan pemetaan
Daerah Potensi
Pelangparan Pemilu
Tinggi, Daerah Rawan
Konflik/Bencana, dan
Partisipasi Masyarakat
Rendah

Persentase informas:

dan publikasi tahapan
Pemiluw/Pemilihan

yang ditampilkan di

media publikasi KPL
paling lambat | (satu})

hari kegja dan publikasi di
media massa , media
cletronik media sosial
paling lambat | han (satu)

kenja.

Persentase
Permohonan informasi
vang ditindaklanjuti
melalui PPID sesuai
dengan SOP

Dari dua indikator kegiatan dan program kerja diatas, output dan persentase
dari alokasi anggaran per program dan per kegiatan dapat di sajikan :
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Tabel 2.3

Realisasi per output tahun 2021

Klasifikasi Rinecian ro
» |
Tl | Output (KRO) AL Reulisasi o
1355 EA A 994 2,208, 244 D0 2.379.782 441 99211
1355 EAK 007 9617, 6 £ 9% |,000] 61,86
1355 EAL (M3 25 540 000 25 019.000] 97 43
3155 2 X% A0 600 2.310,762.441 99,03
1356.AFA 010 1.692.000] 1.688.000] 9476
1386 EAR. D08 6 2, 000 6020 600] 91,1
31356 EAL 010 1.752.000] 1,752, 000] 1 061 71
3354 10,056.000] 9,469, 600) 94,17
1357.EALOD3 zuﬁn.unqi 28.787.000] 99, 4i)
335TEAL.004 7214000 6792, 700 94,16
3-35'-’.I-'P;H”.l]l]] 2023, 000 E-d-lﬂ.ﬂ'ﬂﬂl 92,958
3357 38.79%9.000] 38.019.700] 97,
1360 EAA 904 I ENE| 508.374.689] 8 |
1M EAD 010 4 600.000] 4596 500 K
3360 513931000 512071 184] Rl
1361.EAL.D0OS 3300, 000] 3093 80| 03,75
FETT) 330 00| EXTCER L | 53,75
3163.BAH011 1708 000] 695 00,24
3363 HMA.012 1. 344 .000] 4.251. 57,37
3363 i AN 74.000] 8 9, 07,90
3364 1A H 030 2.000.000] 145000 72,50
3164 HM A005 1 DRI} G496, DM 99 60
3364 EAL.031 5, 484000 5,400, 0D 9847
1364 K454, 0in 7 Bda.o00] 92,48
2,91 4.674.0040 2.H88.108.930] 94911

Dari tabel diatas persentase penggunaan anggaran untuk tahun 2021
sebanyak 99.11 %, ini menunjukkan bahwa kegiatan vang telah direncakan olch
KPU Kota Pariaman untuk selama tabun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik,

terlihat di tiap klasifikasi rincian outputnya (KRO) pencapaiannya diatas 94 %o,
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Realisasi per output kegiatan dapat disajikan dalalm bentuk grafik sebagai
beesrabou:
Grafik 2.1
Pagu, Realisasi, sisa Pagu per kegiatan tahun 2021

PAGU, REALISASI,SISA PAGU PER KEGIATAN

W Pagu M Real W ks

2%
e
2%
RE
3z g2
i g8 33
=H] L
[
EETE] 3356 3357 3360 3361 361 33154
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2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra
KPU tahun 2020-2024. KPL] Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan
berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja

yang hendak dicapai pada tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada tabel

berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 | Tervujudnya Data Pemilih | Persentase ketepatan wakiu KPL Kola | R
berkelanjutan yang Terkini | Pariaman dalam memutakhirkan Duata

Pemilih berkelanjutan

2 | Terwujudnya rencana kerja | Presentase ketepatan waktu dan sasaran 100%%
dan anggaran KPU yang dalam menvelenggarakan rencana kerja
efekiif dan Efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sesual afuran yang berlaku | Jumlah revisi anggaran yang dilakukan 8 Kali

tethadap Tencana kega yang sudah
ditetapkan

3 | Meningkainya kualitas tata | Persentase tafa kelola dan sistem B7 %
Kelola serta sisiem adminstrasi mengelola sumt dan arsip ,
Administrasi, surat-surat baik berupa arsip suratSurat, SK, SE
dan arsip (aktif dan non KPU serta arsip adminstrasi perkantoran
aklif sesuai aturan sesual dengan auran yang berlaku
kearsipan vang berlaku )

4 | Meningkatnya Kapasitas Persentase  Kesesunian  Kompetensi Q0%
SDM yvang Berkompeten Pegawai terhadap Standar Kompetensi

penugasannysa
Persentase Pegawai yang Telah 100 %
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
dalam Rangka Peningkatan Kompetensi
. | SDM '

5 | Terwujudnya Dukungan ° | Persentage: Tersedianya Sarana dan 75%
Sarana dan Prasarana Guna* | Prassrana’ untuk Memenuhi Kebutuhan
Meningkatkan Kelancaran | Kena Pegawai yang Berfungsi dengan
Tugas KPL Baik

& | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota B
Akuntabilitas Keuangan Pariaman )
dan Kinerja KPU Persentase kesesuaian Laporan | R

Keusngan KPU Kota Pariaman dengan
Standar Akuntasi Pemeirntah (SAP)
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BAR II1

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntanbilitas kinerja adalah kewajiban uniuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif’ secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak vang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/‘pemberi amanah. Pada Tahun
Anggaran 2021, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan
dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis,
diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai
dengan baik scsuai dengan targei-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun
2021

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur
keberhasilan atau kegagalan pelaksanasn kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan. sasaran dan tujuan vang telah ditetapkan dalam menwujudkan Visi
dan Misi seperti tertuang dalam Fencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU
Kota Pariaman menyajiken Capaian Kiperja setiap sasaran yang. ditctapkan,
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator

kinerja sasaran dengan realisasinya.

31 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur
berdasarkan tingket pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui
gambaran mengenai lingkat péncapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan
melalui media Rencana Kinerja yang: dibandingkan dengan realisasinya,
Pencapaian sasaran diperaleh dengan esra membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran pencapalan kinerja/program/ kegiatan yang terdiri dari
Tnpui, Chiput, Benefir dan Impact.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja
kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengpambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan, Indikator-indikator tersebut secara langsung atau
tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian

sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (i),
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Keluaran (ouiput), dan hasil { owicome) masing- masing scbagai berikut:

a) Masukan (input) adalah segala sesuatu vang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dalam rengka menghasilkan keluaran (output),
misalnya sumber dayam anusia, dana, material, waktu, teknologi dan
sebagainya.

b) Keluaran (ouipuf) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisikdan/atau
nonfisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan (inpur) yang digunakan,

¢} Hasil {outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan  berfungsinya
keluaran (outpur) kegiotan. Hasil (owteome) merupakan ukuran setiap
_produk/jass dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d}) Manfaat (benefi) adalah kegunaan suatu keluaran {owuipuf) vang dirasakan
Langsung oleh masyarakat, Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat
diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran
Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas
hasil pengubkuran kinerja lersebul dilakukan evaluasi unwk  mengetahui
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara
Permilu,

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program.
Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skalu Kategori Penilaian

No | Rentang Nilai Kategori Keterangan

1 | =100 Sangar Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan
telah melampaui target
indikator kinerja

2 91-100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan
telah mencapai target indikator
kinerja
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3 T1-80 Cukup Berhasil Kegiatan vang dilaksanakan
telah mendekati target indikator
kinera

4 | 51-T0 Kurang Berhasi] Kegiatan vang dilaksanakan
tidak sesuai dengan target
indikator Kinerja

5 [ 050 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan
sangat fidak sesuai dengan
target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian Kkinerja setiap indikator digunakan

UL
Realisasi

% Capaian= = 100%
Target

Keterangan ; Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin

baik,

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020, pada hakikatnya merupakan satu

bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai Sasaran-sasaran rencana stralegis
2020- 2024, Dengan demikian, péncapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun

2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

3.2 Pengukuran dan Analisa {;ﬁimlﬂn Kinerja
KPU Kota Parlaman Secara umumi dapat mencapai targel sebagaimana
ditetapkan, Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2020
dapat dijelaskan sebagai berikut;

Sasaran Strategis | Terwujudnya Data Pemilih vang Terkini

Indikator kinerja vang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
Adalah sebagai berikut;
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Mo Indikator Kinerja Target Realisasi Yo Capaian
1. | Persentase ketepatan waktu L 00 100 100%%
KPU Kota Pariaman dalam|
memutakhirkan data pemilih

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinera untuk perseniase ketepatan
wakiu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemiiih berkelanjutan
adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam
rangka menuju Pemilu 2024, telah ditctapkan sasaran persentase ketepatan wakiu
KPU Kota Pariaman dalam memutakhir kan data pemilih berkelanjutan, sasaran ini
dapat diukur melalui indikator kinerja bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan
tahapan pemutakhiran daftar pemilih Berkelanjutan tahun 2021 sesuai dengan
Jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuan yang telah ditetapkan
melalui Surat KPU Rl Nomer 366/PL.02.1.8D/1377/Sek-Kot 11/ 2021.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya tahapan Pemilu' Pemilihan sesuai jadwal

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
adalah sebagai berikut:

o Indikator Kinerja Target Realisasi 24 Capaian
I. | Persentase lketepatan  walu 100% 100% 100%
dalam menyelenggaraan

PemileY  Pemilihan sesual
dengan jadwal dan Kkelentuan

yang berlaku

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan
waktu dalam menyelenggarasan PemiluPemilihan sesuai dengan jadwal dan
ketentuan vang berlaku adalah 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum maka KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu berdasarkan
dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Hal mi

mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dikeluarkan oleh
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KPU RI guna menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPLU Kabupaten/Kota

dalam melaksanakan tahapan Pemilu.

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya dukungan logistik dalam
penyvelenggaraan PemilwPemilihan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
adalah scbagai berikut:

Mo Indikator Kinerja Target Healizasi %% Capaian

1. |Persentzse  keakuratan dalam| 95% 95% e
mendistribusikan logistik Pemilu
Pemilihan secara tepal sasaran,
tepat jumlah, tepat jemis, tepat
mutu dan tepat waktu

Pada indikator kinera diatas, %\ capaian kinerja untuk keakuratan dalam
mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan séeata tepat sasaram, tepat jumlah, tepat
jenis, tepat mutudm’rq;ht wakiu adalah 90%:. Ketepatan kﬁh_umhg;n perencanaan
logistik, koordinasi dengan pihak terkait,distribusi merupakan kunci dari proses
tahapan logistik. Untuk melaksanakan pemeliharaan aset dan menginventarisir
kelengkapan lﬂgis’riE pemilu dan pemilihan yang menjadi aset tercatat di
Aplikasi (SIMAK BMN} KPU Kota Pariaman melakukan pencatatan dan
menggorganisir logistik pemilu dan pemiliban pada aplikasi sistem informasi dan
akuntansi barang milik negara (BMN) serta melakukan penghapusan logistik
pemilu dan pemilihan dengan menggunakén manajemen penghapusan logistik
seria melaksanakan lelang untuk penghapusan logistik di KPKNL Padang.

Sasaran Strategis 4 Meningkamya kapasitas SDM yang berkompeten

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
adalah sebagai berikut:



Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

....... ——ar

I. |Persentase kesesuaian kompetensi 90% B0 80 %

pegawai terhadap standar]
kompetensi

2. |Persentase Pegawai vang Telah 100%0 80%y B0 %
{bMengikuti Pendidikan dan
Pelatihan dalam Rangka
Peningkatan Kompetisi SOM

Pada indikator kinerja diatas ada dua indikator yag digunakan sebagai alal
- ukur untuk pengukuran kinerja yaitw: Pertama % capaian kinerja untuk Persentase
kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kempetensi adalah 90%%, Dalam
rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good
governance) serta mewujudkan pelavanan publik yang baik, efisien, efektif dan
berkunlitas tentunya perlu didukung ﬂdﬂh}-‘ﬂ*ﬂmhﬂf Daya Manusia (SDM) aparatur
khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bertanggung jawab, adil,
jujur dan kompeten dalam bidangnya, Dengan kata lain, Aparatar Sipil Negara (ASN)
dalam menjalankan tugss tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan
kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya,

Dalam Undang-Undang Nemor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian Bab 1 butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai
Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efekiifitas dan
derajat profesionalisme penyelenggaraan tgas, fungsi dan kewajiban kepegawaian,
yang meliputi perencanaan, pengadaan, péngembangan kualitas, penempatan,
promosi, penggajiun.kesejahfeﬁm dan p:m&mentiml. Pada intinya manajemen
kepegawaiaan lebih berorientasi pada profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara
(ASN) vang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil
dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan,
tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongandan partai politik dan
fidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa
melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM Aparatur
Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta

memiliki kompetensi yang tinggi.
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Saat ini di KPU Kota Pariaman masih ada pegawai negeri sipil yang
ditempatkan pada subbagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan
terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yvang akan datang PNS dapat ditempatkan
sespai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM Aparatur Sipil
MNepgara (ASN) vang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karnr PNS
yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka
pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar
‘organisasi (Birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan
pelayanan publik yang terbaik, selain itu diperlukan fuga bimbingan Karir dan
peningkatan kualitas SDM apar agar tercipta Aparartur Sipil negara yang mampu
bﬂ'km‘npm dan mampu menuasal teknologl untuk mempermudah pelaksanaaan
‘pekerjaan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang berwawasan teknologi.

Kedua % Persentase Pegawai vang Telah Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetsisi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)
vang akan menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di KPU Kota Pariaman.
Sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor;
406/Kpts/Setjen TAHUN/2016 Tentang Pedman Pelaporan, knowladge shering,
dan Pendokumentasian Hasil Pendididkan di Lingkungan Kﬂnﬁsifl’mﬂ[hm Umum.
Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan
kemampuan SDM dilaksanakan dengan cara; Pendidikan dan pelatihan (Dhklat),
Bimbingan Teknis (Bimtek), Seminar, Workshop, Shori Course, Studi Banding,
Forum knowlagde shering yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi Sumatera
Barat vang bertujuan untuk meningkatkan SDM aparatur yang ada dilingkungan
KPU Kotz Paraiaman. Tahun 2021 adalah tahun dimana wabeh pandemi Covid-1%
belum selesai yang mEﬂ}’Chﬂbﬁn berobahnya tatanan dan pola hidup masyarakat.
Larangan untuk berkumpul daf berkerumun untuk mencegah terjadinya penularan
Virus, Sebagaimana distur dengan. Surat Bdaran KPU RI Nomor 14 tahun 2021
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawal Aparatur Sipl Negara di Lingkungan
KPU RI/KPU Provinsi/KIP Aceh KPU KabupatenKota selama masa pemberiakuan
pembatasan Kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Discase 2019,

Adapun pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh KPU RI berupa
pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKF) yang
diikuti oleh seluruh ASN, Bimtek Penyusunan Daflar pemilih berkelanjutan, Bimiek
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Penvusunan anggaran (RKAKL) dengan Dirjen Angaran (Kanwil Sumbar) di sub-
bagian Prodata, Bimiek SPIP dan Penyusunan Keputusan di sub-bagian Hukum.
Bimiek dan Coaching Pengelolaan Media Website dan Media Sosial di sub-bagian

teknis dan humas, Bimtek Pelaporan anggaran dan inventaris aset di sub-bagian

Keuangan, Umum dan Logistik,
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya  dukungan  sarana  dan  prasarana
guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Persentase tersedianya sarana| 753% B0% B0%
dan prasarana untuk memenuhi
kebutuhan kerja pegawal yang
berfungsi dengan baik

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase tersedianya
sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi
dengan baik adalah 80%. Dengan tidak adanya alokasi belanja modal ditahun 2021
ini maka sarana dan pra:u.lrana kebutuhan kerja pegawai dilakukan dengan
menjadwalkan pemeliharaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Akumabilitas keuangan dan kinerja
KPU

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas
adalah sebagal berikut:
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| No Indikator Kinerja Target Realisasi ¥a Capaian

Milai Akuntabilitas Kinerja B - %

| Persentase kesesuaian laporan 100% 2 Laporan ' 1 00%
kKeuangan KPU Kota Panaman

dengan  Standar  Akuntansi
Pemerintah (SAF)

Berdasarkan tabel diatas, dari 2 (dua) indikator kinerja. terdapat | (satu)
indikator kinerja yang tidak tercapai dan | (satu) _h'li:]il'.amr kinetja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja: Dimana indikator kinerja
ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2021, nilai akuntabilitas
kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan, Maka dari itu, realisasi dari
indikator kedua ini sebesar 0%,

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuzian laporan keuangan
KP1J Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah  100%.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara dalam
Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan peranggung jawaban
pelaksanain APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan terschut disusun oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan vang independen dan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Kcuangan.

Dengan ditetapkannya PP MNomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem
akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan
penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewsjiban untuk dapat segera
menerapkan SAP yang baruyaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul
dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan
proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasi sakrual ini secara lebih
detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat
(2) menvebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusal
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum
Sistern Akuntansi Pemerintahan, dan pada avat (3) menyebutkan bahwa Sistem
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Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah  diatur dengan Peraturan
Gubemur/Bupati'Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk
Pemeriniah Dacrah Peraturan Menteri Keuangan tesebut ditetapkan setelah Menter
Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam WNeger, hal ini sesuai dengan
amanat yang tertuang dalam pasal 6'ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2070,

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi kevangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAF adalah
laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan,
belanjadan pembiavaan, dan basis akrual untuk pemgakuan aset, kewajiban. dan
ckuitas dana. Laporan kevangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan
realisasi anggaran, neraca, realizasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan
tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Rl
Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan vang sesual dengan SAP
sebanyak 2 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan objek kinerja, Untuk mengukur
tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal maka perlu
ditetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU dimaksud adalah Penyerapan
Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. Capaian output menunjukkan kinerja
satker veng dibuat dan dikembangkan untuk mengukur kualitas dan kinerja
penganggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang diimplementasikan
melalui dua fools yaitu kescuaisn perencaaan dengan persentase realisasi anggaran
untuk mendukung setisp kegistan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman,
Berdasarkan pengukuran indilg:.:mr kinerja tahun 2021 yang sudah diselaraskan
dengan rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024 maka
diperoleh indeks Capaian Kinerja tahun 2021 scbesar 88,73%, Adapun capaian
realisasi output kinerja ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi Covid-1% dimana
porsi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja biaya rutin seperti gaji, honor,
layanan perkantoran dan panggaran untuk  membantu pemerintah  untuk
menanggulangi  penyebaram  Covid-19  melalui  refocusing  anggaran

kementrian/lembaga.
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3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk
Tabun 2021 bersumber APBN  dari DIPA  MNomor: SP DIPA-
076.01 2.656265/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu awal sebesar
Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juia Tiga
Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) selama tahun 2020 untuk kelancar kegiatan yang
sudah direncanakanditahun 2021 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi
sebanyak 11 revisi POK dan 3 revisi ke Kanwil DJPBN dan 3 revisi dari KPU RI
yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

I, Revisi 1 sampai dengan revisi ke 3 dengan total anggeran sebesar
Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta
Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) . Revisi yang digjukan bertujuan untuk
memfacilitasi penggunaan anggaran uniuk kegiatan vang sudah
direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan

2. Berikutnya revisi 1 ke Kanwil DIPBN yang merupakan revisi untuk
memutakhirkan data revisi POK veng sudah dilaksanakan sebelumnya
dengan total pagy masih sama dengan pagu awal yaitu Rp.2.882.309.000.-
(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Jﬂ’ia- Tiga Ratus Sembilan
Ribu Rupiah ). Revisi ini dilakukan supaya data revisi POK yang
sehelumnya di Takukan oleh KPU Kota Pariaman dapat di baca/diketahul
oleh Kanwil DIPBN dan revisi ini disetujui tanggal 13 April 2021,

3. Berikutnya revisi ke 4 dan ke 5 merupakan revisi POK dengan total pagu
masih sama dengan pagu awal Rpiﬁﬂlﬁ'l}?.{HZH}.— (Dua Milyar Delapan
Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ). Revisi
vang diajukan bertujuinountuk memfasilitasi penggunaan anggaran untuk
kegiatan vang sudah  direncanakan serta  kelancaran  dalam

pertanggungjawaban secara keuangan
4. Selanjutnya revisi 1 vang dilakukan oleh KPU R, revisi vang dilakukan

KPU RI merupakan revisi bersifat nasional, dimana sebelumnya ada
pemberitahuan ke pada KPU Prov, KPU Kab/Kota untuk tidak melakukan
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revisi POK ataupun revisi Dipa selama rentang waktu yang ditentukan.
Dari hasil revisi vang dilakukan KPU RI yvang disetujui sesuai petikan
DIPA tertanggal 7 Juni 2021, KPU Kota Pariaman mengalami pengurangan
angparan sebanyak Rp 165.337.000 { Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus
Tiga Puluh Tujuh Tujuh Ribu Rupiah ) . Pengurangan ini terjadi pada akun
belanja pegawai 512411 belanja wnjangan dan uang kehormatan. vang
awalnya < Rp 1.360.475.000 { Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta
Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) menjadi Rp 1.195.136.000
{ Satu Milyar Seratus Sembilan Pulub Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam
Ribu Rupiah). Sekarang pagu KPU Kot Pariaman sckarang menjadi Rp
2.716.972.000 { Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ), revisi ini disetujui tanggal 7 Juni 2021

Berikutnya Revisi POK 6 dengan total pagu anggaran sebesar Rp
2.716.972.000 { Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ) revisi ini merupakan tindak lanjut dan
hasil pencermatan gaji, dimana ada pergeseran antar RO di KRO gaji dan
tunjangan.

Revisi ke 2 dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Ep
33.711,000 { Tiga Pulish Tiga Juta Tujuh Raws Sebelas Ribu Rupiah). Ada
pengurangan dan penambahan anggaran dalam revisi ke 2 KPU Rl ini.
Penambahan anggran di akun 3355 EAA layanan perkantoran /akun gaji
Pokok sebanyak Rp 56.086.000 { Lima Puluh Enam Juta Delapan Puluh
Enam Ribu Rupiah) dari awatnya Rp 2.078.767.000 ( Dua Milyar Tujuh
Puluh Delapan Juta Twjuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) menjadi
Rp 2.134.853,000 ( Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan
Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) sementara pengurangan terdapat
pada akun 3357 FAD Perencanan dan penganggaran sebesar Rp 14.875.000
( Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang
semulanya Rp 17.500.000 ( Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
menjadi Rp 2.625.000 { Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupizah)
dan pengurangan pagu lainnya di akun 3361 EAL Layanan monitoring dan
evaluasi internal sebanyak Rp 7.500.000 { Tujuh Juta Lima Rawms Ribu
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Rupiah } yang semulanva Bp 10.800.000 { Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah ) menjadi Rp 3.300.000 { Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bevisi
ke 2 KPU RI ini disetujui tanggal 1 September 2021 dengan total pagu
sekarang Rp 2.750.683.000 ( Dua Milyar Tujuh Raws Lima Juta Enam
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai dengan petikan Dipa dari
satudija.

Revisi POK ke 7 dan ke 8 dengan total anggaran sebesar Rp 2.750.683.000
( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu

Rupiah) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan

anggaran untuk kegistan vang sudah direncanakan serta kelancaran dalam
pertanggungjawaban secara keuangan

. Revisi ke 3 KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 103.391.000

( Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Pupiah ).revisi ini
penambahan di akun 3355 FEAA lavanan perkantoran berupa tambahan
kekurangan gaji untuk tunjangan kiterja dan vang kehormatan ( 512411),
dimana awalnya Rp 2.134.853.000 ( Dua Milyar ScratusTiga Puluh Empat
Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) menjadi Rp
2 238.244 000 ( Dua Milvar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus
Empat Puluh”Empat’ Ribu Rupiah ) . Pagu sekarang menjacdi Rp
2.854,074.000 { Dua Milyar Delapan Rats Lima Puluh Empat Ribu Tujuh
Puluh Empat Ribu ) . Revisi ke 3 disahkan pada 16 November 2021 sesuai
dengan petikan DIPA,

Revisi POK ke 9 dedigan total anggaran sebesar Rp 2.854.074.000 ( Dua
Milvar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Ribu ).
Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan anggaran
untuk kegiatan vang sudah direncanakan serta kelancaran dalam

pertanggungjawaban secara kevangan.

. Revisi ke 2 ke Kanwil DIPEN berupa permintaan penambahan anggaran

kekurangan gaji { akun 3355 EAA ) sebesar Rp 60.000.000 ( Enam Pulih
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Juta Rupiah ). Setelah sebelumnya dilakukan pencermatan gaji,
Penambahan ini merupakan revisi antar satker KPU kab/kota yang ada di
Provinsi Sumatera Barat. Revisi ini di koordinir oleh KPU Provinsi
Sumaters Barat, Pagu Gaji awalnya Rp 2.238.244.000 ( Dua Milyar Dua
Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu
Rupiah ) menjadi Rp 2.298.244.000 { Dua Milyar Dua Ratus Sembilan
Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ). Total
Pagu anpparan setelah revisi ini sebesar Rp 2.914.074.000 ( Dua Milyar
Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Fmpat Ribu Rupiah ) Revisi
ke 2 ke Kanwil DIPBN ini disahkan pada 30 November 2021 sesuai dengan
petikan DIPA,

Revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan total anggaman sehesar Rp
2.914.074.000 { Dua Milyar Sembilan Rawus Empat Belas Juta Tujuh Puluh
Empat Ribu Rupiah ) . Revisi vang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi
penggunaan anggaran untuk kegiafan yang sudah direncanakan serta
kelancaran dalam pertanggungjewaban secara keuangan,

Berikutnya revisi 3 ke Kanwil DJPBN vang mempakan revisi untuk
memutakhirkan data revisi POK ke 10 dan ke 11 d;':ngan pagu anggaran Rp
2.914.074.000 ¢ Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh
Empat Ribu Rupiah ) Hal ini dilakukan karena sudah diakhir tahun dan kita
harus meng update / mengsingkronkan/ mutakhirkan /mensahkan data pagu
atas revisi POK yang Kita punya dengan kawil DJPBN agar nanti tidak
terjadi kesalahan/ data tidak terbaca saat akan dilakukan rekonsiliasi d
bagian keuangan dengan pihak KPPN.  revis ini disetujui tanggal 27
Desember 2021.

Adapun realisasi keuangan per-program/kegiatan DIFA KPU Kota

Pariaman tahun 2021 disajikan dalam bentuk Akun belanja’ per output

kegiatan
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Tabel 3.2

Realisasi Kenangan per program/kegiatan

Klasifikasi

No Rincian PAGU Realisasi Yo Kisa Pagu

Ouiput (KRO)

I |3335EAASM | 5 508 744000 2.279.782 441 99,20 | 18.461.559

2| SEARDT |y a5 000 5.961.000 61,86 | 3.676.000
|25 EAL GG ] 55 530000 25.019.000 9703 | 530.000

4 |336AFADI0 | o000 Leit bt 99,76 | 4.000

5 13356.EAB.OOR 6.612.000 6.029.500 91,19 582,400

6 |3ISGEALOIO |4 e ngg 1.752.000 100,00 | -

7 |3FTEAIOB | 55 g6h 000 18.787.000 99,40 | 173.000

8 | 33FTEALOM | 4014000 6,792,700 94,16 | 421.300

9 [IBTIEADML | 4 555 p0p 2,440,000 92,95 | 185.000

10° | 3360.EAA.9%4 500331000 508,13 74689 9981 956,311

11 | 3I360.EAD.01D 4.600,000 4.506.500 99 92 3,500

12 | 336LEALOOS | 4 300 000 1.093.800 93,75 | 206200
|13 | 3363BAHOI | g g | 605,000 9024 | 13.000

14 | 3I63BMADIZ | oo a0 4251 200 9737 | 114.800

1S | 3364BAHO30 |, o0 000 450,000 7250 | 550.000

|6 | 3364.BMA.OD3 1000000 G100 9960 | 4.000

17 | 1364, EAL.D31 | 5.484.000 | 5400000 DR AT | B4.000

| 2.914.074.000 2.888.108.930 99,11 | 25.965.070

Dari total anggaran APBN di revisi terakhir sebesar Rp.2.914.074.000,- {Dua Milyar
Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Emapat Ribu Rupiah } terealisasi sebesar
Rp. 2.888.108.930,- (Dua Milyar delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) atau sebesar 99.11 %. Ini merupakan
pencapain penggunaan anggaran yang sangat baik oleh KPU Kota Pariaman
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Grafik 3.1
Pagu, Realisasi Anggaran per output Tahun 2021

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN
2021

3,584,694, 715
1,495 541,100
524 276,250
J60.515.8348
108,717 295
45,362 477
18,933,290
7,900,115
3,397,241
1,375 583
54216
FEEITT
100,000

5847

b E EE | & | & > =

Dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada tabel diatas dapat kita lihat hampir semia
kegiatan yang terdapat dalam KRO memeapai capaian rata rata lebih dari 95 % dari pagu
yang disediakan, Ini menggambarkan perencanaan kegiatan yang direncakan diawal tahun
2021 dapat terlaksana dengan baik dan tuntas.
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BAR IV
PFENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021 merupakan
wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya.
Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan gas, program dan kegiatannya, KPU
Kota Pariaman berpedoman  pada program kerja, sasaran kerja yang sudah
diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPLU RI Tahun 2020-2024 No
197 tahun 2020, .

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 menyajikan berbagai
keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKLU)
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih
meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umom Keta Pariaman, beberapa
langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

l. Meningkatkan kegiatan sosialisasi. dan spenyebaran informasi temtang
kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-
kegiatan yang dilakukan KPU baik i dalam benwuk sosialisasi peraturan,
keputusan terkait kepemiluan, bimtek kepemiluan dengan stakeholder serta
rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan cksistensi KPU

dimata masyarakat;

2, Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariatif,
terutama ditujukan kepada pemilil pemula, pemilih perempuan, dan pemilih
marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data
pemilih yang vilid, update, mclalui program daftar pemilih berkelanjutan
yang merupakan program berkelanjutan yang digagas oleh KPU Rl KPU
Kabupaten/Kota berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan stakeholder
terkait, Dalam hal ini KPU berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan
perangkat Desa/Kelurahan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam
pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,
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4. Melakukan pembenahan di lingkungan intermal KPLU Kota Panaman dalam
hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:

Mengikutkan pegawai yang membidangt dalam kegiatan-kegiatan
baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatthan yang dilaksanakan
oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksankan oleh KFPPN,
DIPBN, KPKNL dan lainya.

Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawal untuk menambah
ilmunya dijenjang kuliah yanp linier sesusi disiplin  ilmunva
sebelumnya , ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU mapun
beasiswa diluar KPL, serta membéri izin untuk melakukan kuliah
mandiri.

Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi dilingkungan
KPLJ Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesual dengan
perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih
terstrukiur dan valid mulai darf proses perencanaan, proses pegadaan,
manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistk.

Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan pegawa

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif scrta
berkeadilan sesuai dengan slogan KPU * KPU melayani” baik bagi para

penvelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sckretariat Komisi Pemilihan Umum

mendatang.

Kota Pariaman Tahun 2021, diharapkan pengapaian kinerja dan pelaporan kinerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat jadi pedoman dan bahan
referensi untuk lebih baiknya pentapain Xinerja Sekretariat KPU di tahun-tahun

Pariaman, 7 Februari 2022

TRES NATALTASITUM NG
NIP. 19841203200902201
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